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PENGANTAR

Untuk memujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi
pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai
wujud pertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan oeganisasi. Salah
satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera

Selatan di Jakarta adalah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dengan disusunnya Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di
Jakarta Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar
berbagai kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun
2026. Renja ini juga disusun dalam upaya peningkatan kinerja Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang dan diharapkan seluruh jajaran
di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi untuk

mendukung tercapainya hasil kegiatan (output) secara optimal.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam
penyusunan Renja Badan Penghubung ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga
Renja yang telah disusun ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan
tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabilitas guna
menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Allah S.W.T.

senantiasa melindungi kita semua. Amin

S“WI/A. DEDY RAHMADI, SE
“PEMBINA / IV.A
NIP. 197207252006041009
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan direvisinya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, menjadi undang-undang 23 Tahun 2014, maka dalam
Revisinya Undang-undang tersebut penyelenggaraan Otonomi Daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan tersebut memerlukan
koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.Adapun implementasi
Undang-undang tersebut yang dilaksanakan mulai pada tahun 2014, mempunyai
dampak yang sangat serius dalam penyempurnaan system birokrasi Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi dan besarnya tuntutan
demokratisasi saat ini, menuntut Pendekatan manajemen pemerintahan yang
berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat, keterbukaan (transparansi),
akuntabilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang mengarah kepada
prinsip-prinsip good governance dan dilaksanakan oleh aparatur yang bersih dan
berwibawa.

Dalam merespon perubahan situasi global dan tuntutan otonomi daerah,
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan menjadi Badan Penghubung Provinsi Sumatera

Selatan.
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1.2Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan diJakarta Tahun 2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)

4. Undang — undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
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2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
di Daerah

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun
2026-2030 ;

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2020 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 7);

11. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2026 Tentang RPJMD Tahun 2025-
2029;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
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1.3Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan |Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perencanaan Strategis
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun vyang
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara
mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang meliputi kebijakan, program, dan
kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Maksud penyusunan RENJA ini adalah untuk membantu pimpinan
dalam pengambilan keputusan dan untuk memilih secara rasional diantara
berbagai kemungkinan sumber daya yang tersedia

Tujuan disusunya RENJA Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan di Jakarta adalah sebagai dokumen perencanaan Kegiatan tahunan.
RENJA ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta untuk Tahun 2026 dengan demikian
kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan
dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia disesuaikan

dengan situasi dan kondisi.

1.4 Sistematika Penulisan
Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun

menurut sistematika sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
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BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJATAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang Direncanakan
-Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang Direncanakan
- Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan
- Faktor penyebab tidak tercapai target kinerja
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang periu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu Isu Penting
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB lll. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB V. PENUTUP
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pun harus dilakukan
evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2026 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan
program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil
pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian Realisasi Program dan kegiatan

Tahun 2026 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Uraian Program/Kegiatan/ Target

L 0 .
Sub Kegiatan (Pagu Anggaran) (%) Realisasi Anggaran (%) Silpa

2 3 4 5

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100.00

Daerah 20,000,000 100 20,000,000 -

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 10,000,000 100 10,000,000 100.00 i
Daerah

Penyusunan Dokumen 100.00
Perencanaan Perangkat Daerah 10,000,000 100 10,000,000 ) -

Administrasi Keuangan 88,04
Perangkat Daerah 6,445,902,329 100 5,733,066,490 ‘ 712,835,839
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

6,263,622,329

100

5,573,716,490

88.99

689,905,839

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

182,280,000

100

159,350,000

87.42

22,930,000

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

5,000,000

100

5,000,000

100.00

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

5,000,000

100

5,000,000

100.00

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

60,000,000

100

60,000,000

100.00

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

60,000,000

100

60,000,000

100.00

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

1,951,270,171

100

1,949,132,392

99.89

2,137,779

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

170,000,000

100

169,991,500

100.00

8,500

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

250,000,000

100

248,640,000

99.46

1,360,000

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

358,000,000

100

357,717,009

99.92

282,991

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

200,000,000

100

199,917,780

99.96

82,220

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

973,270,171

100

972,866,103

99.96

404,068

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

525,000,000

100

500,775,000

95.39

24,225,000

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

300,000,000

100

276,000,000

92.00

24,000,000

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

225,000,000

101

224,775,000

99.90

225,000

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

3,252,533,472

100

3,060,834,307

94.11

191,699,165

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

30,000,000

100

29,365,800

97.89

634,200
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Badan Penghubung Pemerintah Prov. Sumsel

-

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

307,785,472

100

245,217,867

79.67

62,567,605

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

2,914,748,000

100

2,786,250,640

95.59

128,497,360

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3,685,373,000

100

3,650,824,092

99.06

34,548,908

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

2,865,000,000

100

2,831,546,267

98.83

33,453,733

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

270,373,000

100

269,886,000

99.82

487,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

550,000,000

100

549,391,825

99.89

608,175

Pelaksanaan Pelayanan
Penghubung 87.18
955,000,000 100 832,558,832 ‘ 122,441,168
Pelayanan Kelembagaan
Aparatur dan Masyarakat
145,000,000 100 144,956,962 99.97 43,038
I
Peningkatan Fasilitasi Promosi
Produk Unggulan dan
Pelestarian Seni Budaya 315,000,000 | 100 | 290,937,934 92:36 | 54,062,066
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelayanan
Penghubung 20.13
495,000,000 100 396,663,936 ' 98,336,064
TOTAL 16,900,078,972 100 15,812,191,113 93.56 1,087,887,859
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Rencana Stategis -



a. Program yang tidak memenuhi target kinerja: Tidak ada
b. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
terdapat Silpa sebesar Rp. 965,446,691,- dikarenakan efisiensi
pemakaian serta penyesuaian kebutuhan operasional dengan kondisi

aktual.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

Direncanakan
a. Program yang memenuhi target kinerja:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Pelayanan Penghubung
b. Kegiatan yang memenuhi target kinerja:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

Tidak ada.
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4. Faktor penyebab tidak tercapai target kinerja
- Jangka waktu pelaksanaan APBD Perubahan singkat

-Jauhnya lokasi OPD dengan Pusat Pemerintahan di Palembang sehingga
menyulitkan apabila terdapat teknis pelaksanaan kegiatan yang baru.
Misalnya yang berkaitan dengan pemakaian e-sumsel yang tidak dapat
langsung dikuasai oleh SDM yang ada di OPD Badan Penghubung Prov

Sumsel di Jakarta.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

a. Implikasi yang timbul terhadap target yang tercapai

Penyesuaian kebutuhan operasional berdasarkan kondisi aktual
mendorong perencanaan yang lebih realistis dan tepat sasaran,

sehingga meminimalkan potensi SILPA maupun kekurangan anggaran

- Efisiensi pemakaian anggaran dan sarana operasional meningkatkan
efektivitas penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas output

kinerja.

- Dalam beberapa kondisi, efisiensi dapat menyebabkan rasionalisasi
volume kegiatan, sehingga target capaian disesuaikan agar tetap

proporsional dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Kebijakan efisiensi memperkuat pengendalian internal serta memastikan

setiap belanja memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan terukur.

- Penyesuaian operasional dapat berdampak pada perubahan jadwal atau
skala prioritas kegiatan, namun tetap diarahkan untuk menjaga

pencapaian indikator utama.
b. Implikasi yang timbul terhadap target yang tidak tercapai

- Tidak tercapainya target efisiensi pemakaian dan penyesuaian kebutuhan

operasional berdampak pada kurang optimalnya realisasi anggaran serta
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potensi terjadinya ketidakseimbangan antara perencanaan dan kebutuhan
riil di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan adanya sisa anggaran (SILPA)

atau sebaliknya kekurangan alokasi pada kegiatan tertentu.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Melakukan penyusunan anggaran berbasis data riil (real needs
assessment) melalui evaluasi capaian tahun sebelumnya, analisis tren

belanja, serta proyeksi kebutuhan operasional yang lebih akurat.

- Mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar
penyusunan RKA agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan

proporsional terhadap prioritas program.

- Melakukan rasionalisasi dan penyesuaian skala prioritas terhadap
kegiatan yang benar-benar mendukung indikator kinerja utama, sehingga

mengurangi potensi pemborosan.

Melaksanakan review triwulanan terhadap realisasi fisik dan keuangan
untuk mendeteksi lebih dini potensi deviasi serta melakukan

revisi/pergeseran anggaran secara tepat waktu.

Melakukan evaluasi terhadap standar biaya, spesifikasi belanja, serta
volume kegiatan agar sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan

aktual.

Memperkuat komunikasi dan sinkronisasi perencanaan antarunit kerja
guna menghindari duplikasi kegiatan serta memastikan kesesuaian

antara perencanaan dan pelaksanaan.

- Menyusun skenario alternatif (contingency planning) terhadap
kemungkinan perubahan kebijakan, dinamika kebutuhan pegawai,

maupun kondisi eksternal lainnya.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berkedudukan
di Jakarta dibentuk diera tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan
nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di
Jakarta.

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang
semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan
sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana
kedudukannya adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi
Sumatera yang mempunyai tugas sebagai pembantu Gubernur Sumatera
Selatan dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang
optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan
Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur
masyarakat swasta.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta
mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta
serta menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi
(desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada Gubernur serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang

diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.
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Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/
pedoman
b. Pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan serta koordinasi
c. Pelaksanaan Administrasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
di Jakarta

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdiri dari sub bagian
dan sub bidang sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencaan, Kkeuangan,
ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Rincian tugas Sub Bagian tata usaha adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan

analisis data

2. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Badan Penghubung

3. Merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan

4. Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang

milik Negara/ Daerah
5. Melaksanakan urusan rumah tangga
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan
7. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja

8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

9. Melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin

pegawai
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10.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha

11.Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang dibrikan oleh pimpinan

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan di Jakarta bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga di
pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Hubungan Antar
Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Antar
Lembaga
2. Melakukan fasilitasi di bidang kerjasama antar Pemerintah Provinsi
dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah
daerah
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerjasama dengan
lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan
maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerjasama
dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan

3. Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan
Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan,
Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang Promosi dan Kemasyarakatan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
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Untuk melakanakan tugas tersebutSub Bidang Promosi dan
Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan
2. Memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah diluar Provinsi
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera
Selatan di Jakarta
4. Mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah
5. Meyelengarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi
daerah di Jakarta
6. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di
Jakarta dalam pelestarian seni budaya
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan

4. Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan
Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Selatan di Jakarta Sub bidang Protokoler dan Pelayanan Protokoler
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang
Pelayanan dan Protokoler di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
Protokoler dan Pelayanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Protokoler dan
Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan
pelayanan informasi
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi
yang berdinas di Jakarta
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga
pemerintah/ non pemerintah dan antar pemerintah daerah
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4. Menyiapkan data potensi dan pembangunan Provinsi

10. Melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan

12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi. Sumatera Selatan Tahun

2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
Konsisten dengan Rencana Strategis
Program kegiatan yang diutamakan

Masalah yang ada dan perlu diatasi

o & w0 =

Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi. Sumatera

Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai poin yang cukup
penting dalam penyusunan perencanan tahun 2026

2. Keberlanjutan (Sustainable development) untuk menjaga stabilitas
konsistensi pelaksanaan Program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal

masih harus diperbaiki dan ditingkatkan
Adapun terdapat tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,

dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:
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Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

NO Indikator Satuan Baseline Target Capaian Setiap Tahun Ket.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 | Jumlah Informasi Potensi Daerah Sumatera | - o en | 70% | 70% | 75% | 85% | 90% | 95% | 100%

Selatan yang telah dipublikasi
o Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Anjungan Orang 70% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
Sumatera Selatan TMII
3 Jumlah komunitas asal Sumatera Selatan di Komunitas 70% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
Ibukota Jakarta yang Aktif
Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan .
4 Unsur Pimpinan Nilai 85 (A) 85 (A) | 87 (A) 93 (A) 95 (A) | 97(A) 98(A)
5 | Nilailndeks Kepuasan OPD yang menjadi Nilai 87 (A) | 87(A) | saa) | 93(a) | 96(A) | 97(A) | 98(A)
Mitra Kerja
20
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2.3 Isu Isu Penting
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai
tugas memfasilitasi dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan
tugas-tugas Pemerintah Daerah, administrasi, tata laksana, memberikan
layanan kepada pejabat dan aparat dari daerah yang melaksanakan tugas
kedinasan, memberikan fasilitasi promosi dan budaya daerah, melakukan
hubungan kelembagaan serta melakukan pembinaan masyarakat Sumatera
Selatan di Jakarta.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :
a) Penyelenggaran pelayanan administrasi perkantoran
b) Penyelenggaraan hubungan antar lembaga dengan Pemerintah Pusat/
Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota serta hubungan antar
lembaga dalam dan luar negeri
c) Pemberian fasilitasi promosi dan kemasyarakatan
d) Penyelenggaraan/fasilitasi protokoler dan pelayanan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang
berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di jantung Kota, sangat strategis untuk
sebagai terminal Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan
kantor — kantor pusat Pemerintah dan kantor Perwakilan Negara Asing serta pusat
perdagangan yang ada di Jakarta.

Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang
memadai baik gedung, kendaraan operasional dan Sumber Daya Manusia.
Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menjalankan
roda organisasi secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntable dalam tugas —
tugas pelayanan kantor.

Selain itu Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta juga
mengelola Anjungan Daerah yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah.
Keberadaan anjungan daerah phisiknya merupakan replika sebagai kekayaan

budaya daerah, terutama dalam bentuk arsitektur bangunan rumah adat beserta
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perabotan khasnya dan diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam
memperkenalkan dan menyebarluaskan potensi daerah serta seni budaya daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi
pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai fasilitator,
requlator ,dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta sebagai satuan kerja perangkat daerah
harus mampu berperan aktif dalam memperkuat mencapaian visi, misi dan
program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yaitu adalah:

1. Tingkat keahlian dan pemahaman Pegawai belum optimal terhadap
kebutuhan kemampuan perencanaan, pelayanan dan komunikasi;
Koordinasi antar bagian yang masih kurang;

Kurangnya kesejahtraan pegawai;

Kurang lengkapnya secara penunjang pelaksanaan tugas;

o > 0N

Dibidang promosi belum didukung dengan bahan — bahan promosi secara
memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari pemerintah
kabupaten/kota.
Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan eksternal yang
dapat diidentifikasikan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di
Jakarta diantaranya adalah:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang

semakin tinggi ;
2. Persaingan disegala bidang usaha dan promosi yang semakin ketat;
3. Belum optimalnya pembinaan dan partispasi masyarakat Provinsi Sumatera

Selatan di Jakarta dan sekitanya.
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pelaksanaan RENJA Tahun 2026
Pada Tahun Anggaran 2026 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
mendapat Pagu APBD hanya dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar
Rp. 16,792,876,621,- yang terdiri pada Belanja Pegawai dan Belanja

Barang.

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
Pada pelaksanaan RPJMD 2026 — 2029 dan dalam rangka memenuhi visi
dan misi Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, guna mewujudkan
Program prioritas yang terkait dengan Badan Penghubung maka urusan
pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi

Sumatera Selatan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator Persentase

administrasi perkantoran yang terlayani

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aaparatur Persentase dengan indikator

peningkatan disiplin aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daera

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan indikator Jumlah

wisatawan yang datang ke anjungan Sumsel TMII

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM
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2.6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung

Provinsu Sumatera Selatan.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 — 2029, diangkat

beberapa Isu Strategis Daerah. Dari isu tersebut ada beberapa diantaranya

yang berkaitan dengan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, karena Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur;

2. Lemahnya koordinasi antar OPD untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah.

3. Jauhnya lokasi OPD Badan Penghubung dari Pusat pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kota Palembang
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi terhadap
dokumen perencanaan nasional dan daerah, meliputi RPJMN, RKP Tahun 2026,
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, serta RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2026, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026 tetap difokuskan pada
penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,
serta penguatan sinergi pusat dan daerah. Kebijakan tersebut menjadi pedoman
dalam perumusan program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan

prioritas pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang penghubung dan representasi daerah, memiliki peran
strategis dalam mendukung sinkronisasi kebijakan dan percepatan pelaksanaan
program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kementerian/lembaga dan

instansi vertikal di tingkat pusat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2026 adalah:
Tujuan:
Meningkatkan efektivitas fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan representasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung sinergi pusat

dan daerah.
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas koordinasi antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dengan kementerian/lembaga.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, keprotokolan, dan fasilitasi
kedinasan.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran perangkat

daerah.

Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah, serta diselaraskan dengan indikator kinerja
daerah dalam RKPD Tahun 2026.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar
yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen
organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan di Jakarta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2025 — 2029.
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

’;i';’;gAAL“ BASELINE TARGET TAHUN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR
RELEVAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indeks
Kepuasan
terhadap
Layanan
Meningkatkan E er§ei[ntase
. . kualitas tugas egiatan
Meningkatkan Meningkatkan KDH/WKDH dan fasilitasi
penyelenggaraan | kualitas Unsur Pimoinan kedinasan yang 100% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
tata kelola layanan dalam DPRD anp berada terlaksana tepat
pemerintahan menunjang di Ibukgta ?akarta waktu dan
yang baik berbasis | tugas pimpinan sesuai tujuan
digital, menuju di Ibu Kota Meninakatk Persentase
pelayanan publik Kuaﬁtglgg atkan kegiatan
yang berkualitas fasilitasi dan
pelaksanaan urusan koordinasi
emerintahan dan oordinasi
Sembangunan baik pemerintahan 100% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
yang

pemerintah pusat
maupun pemerintah
daerah

menghasilkan
tindak lanjut
konkret
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Persentasi
Meningkatkan kepuasan
. masyarakat
kualitas pelayanan terhada
Informasi dan la ananp 100% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
Ekspose Sumatera ay . .
informasi publik
Selatan
Badan
Penghubung
Persentasi
Memperkuat kepuasan
. : masyarakat dan
Silahturahmi .
Masyarakat dan mahasiswa
Mahasiswa terhadap 100% 70% 75% 85% 90% 95% 100%
Sumatera Selatan di ';ielagtlﬁtgﬂmi dan
Ibukota Jakarta

pembinaan

yang dilakukan
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3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah, yaitu meningkatnya efektivitas fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan
representasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

a. Program yang memenuhi target kinerja:

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Pelayanan Penghubung
b. Kegiatan yang memenuhi target kinerja:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
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Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sumatera Selatan

Permendagri 90 Tahun
2019 (Kepmendagri 900-

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

1317) Indllsfgor Kinerja 2027
gram/
N Aok Kegiatan/ Sub Target Target
Bidang Urusan/ Program/ ?< : . 9 Kebutuhan Dana/ 9 Kebutuhan Dana/ Pagu
. h egiatan Lokasi Capaian -~ Capaian o
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kineri Pagu Indikatif L Indikatif
inerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 10 11
I 50701 Program Penunjang Persentase Jakart 100% 100% 18,561,993,829
Urusan Pemerintahan | Pemenuhan a 16,174,876,621
Daerah Provinsi Layanan Kinerja
Perangkat
Daerah
1 |507011.01 Perencanaan, Persentase Jakarta 100% 100% 18,400,000
Penganggaran dan Perencanaan dan 16,000,000
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
01| 50701 1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Jakarta | Tersusunnya 100% 10,350,000
Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokumen 9,000,000
Daerah Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat
Daerah (6

Dokumen)




02 | 507 01 1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 8,050,000
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja ya Evaluasi 7,000,000
Perangkat Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah (6
Dokumen)
2 | 507011.02 Administrasi Keuangan | Persentase Jakarta 100% 100% 10,517,446,650
Perangkat Daerah Administrasi 9,153,531,000
Keuangan yang
Terlayani
01| 507 011.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang Jakarta | Tersedianya 100% 10,316,938,650
Tunjangan ASN yang Menerima Gaiji 8,971,251,000
Gaji dan danTunjanga
Tunjangan ASN n ASN (69
Orang/Bulan)
02 | 507 01 1.02.0002 | Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen | Jakarta | Tersedianya 100% 200,508,000
Pelaksanaan Tugas ASN | Hasil Penyediaan Administrasi 182,280,000
Administrasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Tugas ASN
Tugas ASN (12
Dokumen)
3 | 507011.03 Kegiatan Administrasi Persentase Jakarta 100% 100% 11,000,000
Barang Milik Daerah Administrasi 10,000,000
pada Perangkat Daerah | Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah
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01 | 5.07.01.1.03.0002 | Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 11,000,000
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan ya 10,000,000
Barang Milik Daerah pada | Penyusunan Rekonsiliasi
SKPD Laporan Barang dan
Milik Daerah pada Penyusunan
SKPD Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD (12
Dokumen)
4 | 507 011.06 Kegiatan Administrasi Persentase Jakarta 100% 100% 1,664,698,842
Umum Perangkat Administrasi 1,412,781,602
Daerah Perkantoran
yang Terlayani
01| 507.01 1.06.0001 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Jakarta | Tersedianya 100% 163,875,000
Instalasi Komponen Komponen 142,500,000
Listrik/Penerangan Instalasi Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Listrik/Pener
Bangunan Kantor angan
yang Disediakan Bangunan
Kantor (1
Paket)
03 | 507 01 1.06.0004 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Jakarta | Tersedianya 100% 345,323,842
Logistik Kantor Bahan Logistik Bahan 300,281,602
Kantor yang Logistik
Disediakan Kantor (6
Paket)
04 | 507 01 1.06.0005 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Jakarta | Tersedianya 100% 195,500,000
Cetakan dan Barang Cetakan Barang 170,000,000
Penggandaan dan Penggandaan Cetakan dan
yang Disediakan Penggandaa
n (1 Paket)
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05| 507 01 1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 960,000,000
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan ya 800,000,000
SKPD Rapat Koordinasi Penyelengga
dan Konsultasi raan Rapat
SKPD Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD (300
laporan)
5 [ 507011.08 Kegiatan Penyediaan Persentase Jakarta 100% 100% 2,948,448,336
Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa 2,632,564,019
Pemerintahan Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
01| 50701 1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 36,960,000
Menyurat Penyediaan Jasa ya 33,000,000
Surat Menyurat Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat (12
Laporan)
02 | 507 01 1.08.0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jakarta | Tersedianya 100% 379,168,336
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Jasa 338,564,019
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber
dan Listrik yang Daya Air dan
Disediakan Listrik (12
Laporan)
03 | 507 01 1.08.0004 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jakarta | Tersedianya 100% 2,532,320,000

Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa

Jasa

Pelayanan Umum Pelayanan

Kantor yang Umum

Disediakan Kantor (12
Laporan)

2,261,000,000

W
W




8 | 507011.09 Kegiatan Pemeliharaan | Persentase Jakarta 100% 100% 3,402,000,000
Barang Milik Daerah Pemeliharaan 2,950,000,000
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
01 | 507 01 1.09.0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Jakarta | Tersedianya 100% 2,632,000,000
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Jasa 2,350,000,000
Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau Pemeliharaa
Perizinan Kendaraan Lapangan yang n, Biaya
Dinas Operasional atau Dipelihara dan Pemeliharaa
Lapangan Dibayarkan Pajak n, Pajak dan
dan Perizinannya Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
(33 Unit
Kendaraan
Dinas Roda
Empat dan
13 Roda
Dua)
02 | 507 01 1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan Jakarta | Terlaksanan 100% 290,000,000
dan Mesin Lainnya dan Mesin ya 200,000,000
Lainnya yang Pemeliharaa
Dipelihara n Peralatan
dan Mesin
Lainnya (100
Jenis)
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03 | 507 01 1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana Jakarta | Terlaksanan 100% 480,000,000
Sarana dan Prasarana dan Prasarana ya 400,000,000
Gedung Kantor atau Gedung Kantor Pemeliharaa
Bangunan Lainnya atau Bangunan n/Rehabilitas
Lainnya yang i Sarana dan
Dipelihara/Direhab Prasarana
ilitasi Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya (2
unit)
II | 50702 Program Pengelolaan | Persentase Jakart 100% 100% 769,410,000
Penghubung Pelayanan a 618,000,000
Penghubung
9 | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan | Persentase Jakarta 100% 100% 769,410,000
Penghubung Pelayanan 618,000,000
Penghubung
01 | 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan | Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 125,660,000
Aparatur dan Masyarakat | Hasil Pelayanan ya 103,000,000
Kelembagaan Pelayanan
Aparatur dan Kelembagaa
Masyarakat n Aparatur
dan
Masyarakat
(1 Laporan)
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02 | 5.07.02.1.01.0003 | Peningkatan Fasilitasi Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 300,000,000
Promosi Produk Hasil Promosi ya 240,000,000
Unggulan dan Pelestarian | Produk Unggulan Peningkatan
Seni Budaya dan Pelestarian Fasilitasi
Seni Budaya yang Promosi
Ditingkatkan Produk
Unggulan
dan
Pelestarian
Seni Budaya
(1 Laporan)
03 | 507 02 1.01 0005 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Jakarta | Terlaksanan 100% 343,750,000
Sinkronisasi Pelaksanaan | Hasil Koordinasi ya 275,000,000
Pelayanan Penghubung dan Sinkronisasi Koordinasi
Pelaksanaan dan
Pelayanan Sinkronisasi
Penghubung Pelaksanaan
Pelayanan
Penghubung
(1 Laporan)
Jumlah 16,792,876,621 19,331,403,829
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan
secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh
komponen masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan tersebut, Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa jabatan 2025 — 2029 telah menetapkan visi
dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan visi misi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Visi Provinsi Sumatera Selatan 2025 — 2029 , yaitu :
“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA*““

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, telah dimiliki 5(Lima) Misi, yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang

didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk

mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di

perdesaan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki

maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung

tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang

didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan

responsif.

4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur,

termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah

pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas

penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
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5.  Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan  budaya  untuk
membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan
ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan

pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Penghubung telah
mengakomodir Misi ke 3 (Tiga) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Selatan yakni : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang
didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan
responsif”’. Serta misi ke 5 yaitu Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya
untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan
ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan

pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut yaitu

- Kurangnya alokasi anggaran
- SDM yang tidak selaras dan tidak memahami visi dan misi gubernur
terpilih tersebut

- Perbedaan pandangan serta prioritas pelaksanaan kegiatan

4.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan Tahun 2026

Berikut ini usulan Anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di
Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Pagu Anggaran Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 16,792,876,621,-

dengan uraian sebagai berikut :

No Nama Program 2026 ( Rp.)

I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 16,174,876,621
( Untuk 6 Kegiatan )




Il Pelayanan Penghubung; 618,000,000
( Untuk 1 Kegiatan )

TOTAL 16,792,876,621

3.1.1 RINCIAN PER KEGIATAN

. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 9,000,000,

Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 7,000,000,-

Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 8,971,251,000,-

Anggaran diperuntukkan bagi pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil
Negara (ASN) dengan tempat bertugas pada Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan di Jakarta.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 182,280,000,-

Anggaran yang ada untuk pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK,
Bendahara serta Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 10,000,000,-

Anggaran digunakan dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
pada SKPD di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di
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Jakarta yang berlokasi di JI. Wijaya | No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 142,500,000,-

Anggaran diperuntukan bagi pembelian bohlam lampu (TL, lampu downlight,
lampu pijar, stop kontak, kabel listrik, kabel rol, baterai kering, dll) yang
digunakan untuk penerangan 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan JI. Wijaya | No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan
Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 300,281,602,-

Anggaran digunakan untuk pembelian pengisian ulang tabung gas , alat tulis
kantor, penyediaan makanan dan minuman rapat serta penyediaan makanan
dan minuman tamu pada 2 lokasi yaitu Kantor Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan JI.Wijaya | No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan
Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 170,000,000,-

Anggaran digunakan untuk kegiatan penggandaan dokumen-dokumen
kedinasan dan barang cetakan terdiri dari kop surat, blangko, kwitansi, amplop
dinas, map dinas, nota dinas, memo dinas dan lain-lain untuk kebutuhan
kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di JI. Wijaya | No.5A
Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII
Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 800,000,000,-
Anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah dalam

rangka menghadiri koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di luar
daerah.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 33,000,000,-
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Anggaran digunakan untuk kebutuhan belanja materai, perangko, benda pos
lainnya dan biaya paket pengiriman surat / dokumen / barang dalam lingkup
kedinasan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta melalui
jasa kurir, kargo, ekspedisi dll.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 338,564,019,-

Anggaran diperuntukan bagi pembayaran 5 rekening pesawat telepon, 2
rekening listrik, 1 rekening internet dan TV kabel, 1 Rekening air untuk 2 lokasi
yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya | No. 5A
Kebayoran baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII
Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 2,261,000,000,-

Anggaran digunakan untuk pembayaran Jasa Tenaga Administrasi, Jasa
Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir,
Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik, Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning
Service), Belanja Alat Pembersih pada 2 lokasi yaitu di Kantor Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya | No.5A Kebayoran Baru
Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMIl Jakarta Timur.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 2,350,000,000,-

Anggaran diperuntukan untuk biaya service, penggantian suku cadang,
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya Sewa Jalan Tol dan Parkir
kendaraan dinas operasional Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
di Jakarta serta untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan Mutasi Kendaraan Dinas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
di Jakarta sebanyak 33 unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat), 13 Unit
Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan 5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Plat Rahasia. Jenis Type Mobil antara lain : Mercy Jeep Sedan Mercy, Pajero
Sport, Camry, Kijang Innova, Hyundai, Alphard, Fortuner, Avanza dan Sepeda
Motor.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 200,000,000,-

Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan peralatan dan mesin
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lainnya antara lain AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Genset, Sound
system, Mesin air, Kulkas, Mesin Cuci dikantor Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan JI. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera
Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 400,000,000,-

Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan JI. Wijaya 1 No 5A
Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMIl Jakarta Timur.

Il. PROGRAM PENGELOLAAN PENGHUBUNG

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
a. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 103,000,000,-

Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kerjasama Antar
Daerah dalam Bidang Hubungan Antar Lembaga Tahun 2027 seperti Rapat
FORKAPPSI, pembuatan Pataka Kabupaten/Kota, Bendera Merah Putih dan
Spanduk (Dokumentasi dan Publikasi).

b. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan
Pelestarian Seni Budaya

Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 240,000,000,-

Anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas
Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Sumatera Selatan
khususnya di lokasi Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan
Pagu Anggaran T.A. 2027 : Rp. 275,000,000,-
Anggaran digunakan untuk Pelayanan KDH, WKDH, Unsur Eksekutif dan

Legislatif yang melakukan kedinasan di Jakarta dan sekitarnya, serta
penunjang kegiatan Protokoler dan Pelayanan.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini
telah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan
yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang
proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

RENJA ini berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan Badan
Penghubung pada tahun 2026. Administrasi yang berisikan rangkaian program strategi
yang mengacu kepada 2 (dua) tujuan dari pembangnan daerah Provinsi Sumatera
Selatan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RENJA ini sangat
dipengaruhi oleh dukungan jajaran aparat pemerintah serta masyarakat sebagai

muaranya
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